
BUPATI GUNUNG MAS 
PROVINS! KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS 
NOMOR 2g TAHUN 202 0 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 

Menirnbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GUNUNG MAS, 

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah 
Nomor 2 Tahun 20 20 tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati ten tang Penjabaran Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 20 19; 

J. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan 
Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tam bahan Lem baran Negara Repu blik Indonesia 
Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang 
Pernbentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten 
Seruyan, Kabupaten Su kamara, Ka bu paten 
Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten 
Pu lang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan 
Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4180); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lem baran Negara Repu blik 
fndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4 . Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran 
Negara Republik fndonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tal1un 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 
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6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik rndonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten.tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 14 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diu bah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
ten.tang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 20 l 4 ten tang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 44] 6) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Perubahan Ketiga Atas Perat.uran Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler 
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

11. Peraturan Pemerintah Nornor 23 Tahun 2005 ten.tang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indones ia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Sadan 
Layanan Umum (.Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lernbaran Negara 
RepubJik Indonesia Nomor 5340); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ten.tang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

l(ASAG HUKUt.l KASOBBAG 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor l 38, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 ten tang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistem 1nformasi Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5155); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

15. Peraturan Pernerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nornor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 201 7 ten tang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6057); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 248, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6279); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Oaerah, 
sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah. (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 310); 

KABAG HUKUM KASUBBA'Gl 
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23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual 
pada Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran Pertanggu ngjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Selanja Daerah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 
2014 Nomor 207); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran 
Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 
236, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung 
Mas Nomor 236.a); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 12 
Tahun 2017 Anggaran Pendapatan dan Selanja Daerah 
Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Gunung Mas Tahun 2017 Nomor 249, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 
249.a); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 
Tahun 2020 ten tang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 201 9 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 Nomor 277, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas 
Nomor 277.a); 

29. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 35 Tahun 2014 
tentang Sistem Akutansi Pemerintah Kabupaten 
Gunung Mas (Be1ita Daerah Kabupaten Gunung Mas 
Tahun 2014 Nomor 305) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Supati Gunung Mas Nomor 33 
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati 
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Akutansi 
Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah 
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 Nomor 347); 

30. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 39 Tahun 2014 
ten tang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 
Daerah pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas 
(Serita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 
Nomor 309); 

31. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 22 Tahun 2019 
ten tang Penjabaran Peru bahan Anggaran Pendapatan 
dan Selanja Daerah Tahun Anggaran 20 19 (Serita 
Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 
459); 

- -----.----·-jKABAG HUKUM l<AS UBBAG 
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32. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 35 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 
Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 
(Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 
Nomor 472); 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2019. 

Pasal 1 

Laporan realisasi angaran tab un anggaran 2019, terd iri dari : 
a. Pendapatan Daerah : 

1. Pendapatan Asli Daerah 
2. Dana Perimbangan 
3. Lain-lain pendapatan 

yang sah 

Rp. 76.218.4 I 2 .656,68 
Rp. 794.333 .515.276,00 

Rp. 174.999. l 24.139,36 
Jumlah Pendapatan Rp. l.045.551.052.072,04 

b . Belanja Daerah 
1. Belanja Tidak Langsung 

a) Belanja Pegawai 
b) Belanja Bunga 
c) Belanja Hiba h 
d) Belanja Bantuan Sos ia l 
e) Belanja Bantuan 

Keuangan 
n Belanja Tidak Terduga 

2 . Belanja Langsung 
a) Belanja Pegawai 
b) Belanja Barang dan J asa 
c) Belanja Modal 

c . Pembiayaan 

Jumlah Belanja 

Surplus/ (Defisit) 

1. Penerimaan 
2. Pengeluaran 

Jumlah Pembiaayaan Netto 

Rp. 370 .01 1.496.804,00 
Rp. 432.558.388,00 
Rp. 12.611.300.000,00 
Rp. 1.299.000.000,00 

Rp. 166.651.920.811,00 
Rp. 53.500.000,00 

Rp. 551.059.776.003,00 

Rp. 67 .671.634.328,00 
Rp. 203.199.258 .065,45 
Rp. 169.338.051.242,00 

Rp. 440.208.943 .635,45 
Rp. 991.268.719.638,45 

Rp. (54.282.332.433,59) 

Rp. 9.591.485.552,74 
Rp. 26.500.000.000,00 

Rp.(16.908.51 4.447 ,26) 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahu n Berkenaan Rp. 37.373.817.986,33 

Pasal 2 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 
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Pasal3 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran. 

Pasal 4 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung 
Mas. 

Ditetapkan di Kuala Kurun 
pada tanggal 27 Agustus 2020 

BUPATI GUNUNG MAS, 

ttd 

JAYA SAMAYA MONONG 
Diundangkan di Kuala Kurun 
pada tanggal 27 Agustus 2020 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN GUNUNG MAS, 

ttd 

YANSITERSON 

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2020 NOMOR 529 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

GUAN 
NIP. 19651110 03 1 013 


